BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Dari hasil peneltian pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur terkait Analisis Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 201-2019, dapat

disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan analisis pertumbuhan, Arus kas Aktivitas Operasi 2017- 2018
mengalami pertumbuhan yang negatif, sedangkan tahun 2018-2019
menunjukkan pertumbuhan positif. Arus kas dari aktivitas investasi tahun
2017-2019 menunjukan pertumbuhan yang negatif. Arus kas dari aktivitas
pendanaan tahun 2017 dan 2019 mengalami pertumbuhan yang negatif,
sedangkan tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang positif .

2. Berdasarkan analisis perkomponen, dapat dilihat bahwa arus kas bersih
dari aktivitas operasi tahun 2017-2019 bersaldo positif, namun Pemerintah
Daerah Provinsi NTT belum memiliki kemandirian keuanggan yang tetap
yang terlihat dari komposisi arus kas masuk dari dana transfer yang sangat
besar dibandingkan dengan PAD. Pada aktivitas investasi bersaldo negatif
yang menunjukkan Pemerintah Daerah Provinsi NTT aktif melakukan
pembangunan fisik dan penambahan aset tetap. Arus kas bersih dari
aktivitas pendanaan pada tahun 2017 dan 2019 bersaldo negatif, hal ini
mengindikasikan terjadinya surplus anggaran sehingga kelebihan dana

tersebut digunakan untuk pengeluaran pembiayaan dan Saldo positif tahun
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2018 tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa pada tahun tersebut
Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah menggunakan instrumen
pembiayaan daerah yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran
pembiayaan.

3. Berdasarkan analisis arus kas bebas, terlihat bahwa saldo arus kas bebas
menunjukkan saldo positif terjadi pada tahun 2017 dan 2019 sedangkan
pada tahun 2018 bersaldo negatif, hal ini menunjukkan kinerja keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi NTT pada tahun 2018 menurun.

6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada

Pemerintah Daerah Provinsi NTT, sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan arus kas bersih dan mengurangi tingkat
ketergantungan yang tinggi dari Pemerintah Daerah Provinsi NTT
terhadap pemerintah pusat maka Pemerintah Daerah Provinsi NTT perlu
mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari PAD dan melakukan
efisiensi belanja.

2. Untuk arus kas bebas, Pemerintah perlu meningkatkan arus kas bersih dari
aktivitas operasi untuk membiayai sendiri belanja modal berupa

pembangunan fisik dan penambahan aset.
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